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Abstrak

Penulisan skripsi inirbertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Dalam Merumuskan Peraturan. Desa Di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan
untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menghasilkan produk kebijakan.
Judul penglitian ini dipilih oleh peneliti, karena dalam menghasitkan produk kebijakan BPD dinilai belum
menjalankan fungsinya dengan maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa
tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (pre survey), membuat rencana penelitian
(Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data primer dan sekunder yang sekaligus melakukan penelitian
dilapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisis data serta diteruskan dengan pembuatan laporan
penelitian (skripsi). Lokas penelitian ini adalah di .Desa.Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten
Landak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fungsisBadan Permusyawaratan Desa dalam proses formulasi
peraturan desa'di Desa Aur Sampuk dinilai sudah baik dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya
saja dalam proses pelaksanaannya masih kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran yang belum ada,
serta masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemberian dana.

Katarkata Kunci: Formulasi, Produk Kebijakan, Fungsi Badan-Permusyawaratan Desa

THE FUNCTION OF THE VIEEAGE REPRESENTATIVE SECTOR IN
FORMULATING THE VILLAGE RULESIN AUR SAMPUK VILLAGE SENGAH
TEMILA SUB-DISTRICT"OF LANDAK REGENCY

Abstract

This thesis aimed to describe and analyze the function of the village representative sector injformulating the
village rules in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub=distriet of "LLandakiregency then to know how the
performance of the Village Representative Sector in formulating the rules. The researcher chose this topic
because of the function in formulating the rules by the Village Representative Sector is not running well. This
research using the kind 'of*descriptive-qualitative technique with the data collectioniinthe form of documentation
and interview. The research was completedswith.several, steps.among-them are pre survey, making proposal,
collecting the primary and secondary data as well as researching on the spot by interveiwing, then analyzing the
data followed by making the thesis. The research was located in Aur Sampuk village Sengah Temila Sub-district
of Landak regency. The result of this research shows that the function of Village Representative Sector in
formulating the village rules is already good and based on an exist rule but the implementation is not effective.
Those were caused by there is unavailable budget, further the lack of attentions given by Local Government in
allocting budget.

Keywords : Formulation, Policy Product, The function of Village Representative Sector
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintah daerah,
daerah diberikan

luasnya  untuk

kesempatan seluas-
mengurus  semua
penyelenggaraan  pemerintah _~diluar
kewenangan pemerintah~pusat untuk
kebijakan  daerah 1 ,yang

berhubungan dengan

membuat
peningkatan
pelayanan/dan pemberdayaan masyarakat,
serta etonomi yang.nyata dan bertanggung
jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa
yang menjadi urusannya berdasarkan
kewenangan- yang diberikan ‘dan
karekteristik dari suatu wilayah sedangkan
bertanggung jawab adalah otonomi yang
daam penyelenggaraannya harus sgaan
dengan maksud dan tujuan pemberian
otonomi yaitu memagukan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
Selain iturUU Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah  daerah  lebih
menekankan “pemberian® kewenangan
seluas-luasnya agar, daerah memiliki
kewenangan dalam mejalankan tugas-dan
fungsinya sebagai bagian dari unit
pemerintahan.

Makna otonomi dalam kaitannya
dengan desa adalah kewenangan yang
dimiliki desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa

menurut prakarsa sendiri  berdasarkan
adanya aspirasi dari masyarakat sesual
dengan Undang-Undang yang berlaku.
Salah satu bentuk kewenangan tersebut
yaitu, pembuatan peraturan atau hukum
(peraturan desa).

Secara historis desa merupakan
cikal"=bakal

politik dan “pemerintahan di Indonesia

terbentuknya masyarakat

jauh sebelum negarahangsa ini terbentuk.
Struktur sosial« sgjenis desa, masyarakat
adat dan lain sebagainya telah. menjadi
ingtitusi sosid yang' mempunyai “posisi
yang sangat penting. =Desa merupakan
institusi yang otonom dengan tradisi, adat
istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif
mandiri (Widjaja, 2010:5).

Daam penyelenggaraan
pemerintahan desa sangat diperlukan
pengorganisasian yang mampu
menggerakan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam upaya kemgjuan dan
pembangunan desa serta  dapat
mel aksanakan administrasi pembangunan.

Berdasarkan
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dijelaskan bahwa Desa  memiliki

organisas pemerintahan sendiri  seperti

Undang-Undang

yang telah disebutkan, yaitu Kepala Desa
beserta Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepaa

Desa merupakan pimpinan
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penyelenggaraan pemerintah desa yang
dibantu oleh perangkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang berfungs sebagal
penampung dan penyalur  aspiras
masyarakat serta bersama-sama dengan
kepala desa dalam menetapkan-peraturan
desa. Oleh karena itu BPD sebagal badan
permusyawaratan=" yang
berasal dari
bersangkttan, yaitl. Ketua Rukun ‘Warga,

anggotanya
masyarakat desa

pemengku adat, golongan profesi, pemuka
agama serta  tokoh atau  pemuka
masyarakat lainya.

Daam_ rangka mengatur urusan
masyarakat. desa tersebut, desa dapat
membuat peraturannya sendiri yaitu yang
disebut peraturan desa. Peraturan desa
dibuat!, oleh BPD dan Kepaa Desa
merupakan  bentuk  regulasi . yang
dikeluarkan oleh pemerintah  desa
sebagai mana kabupaten membuat
peraturan daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh BPD
bersama Kepaa Desa==Peraturan desa
dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa karena peraturan desa
merupakan penjabaran dari  Undang-
Undang dengan memperhatikan bentuk
kenyataan sosia budaya dari masyarakat
setempat. Untuk itu, didalam isi peraturan

desa tersebut tidak boleh berlawanan atau
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bertentangan dengan kepentingan
masyarakat secara umum atau peraturan
perundang-undangan yang tinggi dan
norma yang ada pada kehidupan
masyarakat tersebut (Nurcholis, 2011:113-
114).

Dalam tingkat pemerintahan Desa,
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa berwenang sebagal aktor dalam
membuat peraturan desa sesual dengan
fungsinya: masing-masing. Pelaksanaan
perumusan perdes di Desa"Aur Sampuk
sudah berjalan sesual dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5
Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan
Penyusunan Peraturan Desa dimana
disebutkan pada Bab IV pasa 5 tentang
persapan dan pembentukan bahwa

Pedoman
M ekanisme

rancangan Peraturan Desa merupakan
inisiatif dari BPD dan dapat berasal dari
inisiatif Pemerintah Desa.

Namun, peneliti melihat masih ada
masalah yang .terjadi di /Desa Aur
Sampuks Masalah tersebut berkenaan
dengan fungss BPD dalam pelaksanaan
proses merumuskan perdes. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan Tahun 2015,
peneliti melihat fenomena yang terjadi
dilapangan yaitu, sampai saat ini hanya 1
(satu) perdes sgja yang sudah ditetapkan
oleh BPD di Desa Aur Sampuk dalam
masa jabatannya kurang lebih 3 tahun.
Perdes yang telah dihasilkan atau
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ditetapkan adalah  perdes tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes). Dapat dilihat pada penjelasan
diatas menunjukan bahwa BPD di Desa
Aur Sampuk belum maksimal dalam
menjalankan tugas dan fungsinya terutama
dalam menghasilkan produk kebijakan.

Berdasarkan permasalahan di atas;
maka peneliti tertarik untuk.mendalami
masalah tersebut dan_mengambil judul:
Fungss Badan Permusyawaratan Desa
Dalan Merumuskan Pergturan Desa di
Desa Aur Sampuk Kecamatan 'Sengah
Temila Kabupaten Landak.

2! Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang
pemikiran diatas dengan memperhatikan
tugas BPD sebaga penyalur aspiras
masyarakat desa dalam pelaksanaan
merumuskan perdes sampai pada
menetapkan perdes, maka penelitian ini
difokuskan pada Pelaksanaan Fungs
Badan Permusyawaratan Desa  dalam
proses pel aksanaan merumuskan
Peraturan Desa. di Desa Aur Sampuk
Kecamatan Sengah=sTemila Kabupaten

Landak.

3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang

penelitian, maka peneiti  membuat

rumusan pembatasan masalah, adapun

yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian  ini adalah  “Bagaimana
pel aksanaan fungsi badan
permusyawaratan desa (BPD) dalam
proses merumuskan peraturan desa di
Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah
Temila, Kabupaten Landak ?”

4. Tujuan penelitian
Adapun yang menjadi tujuan yang
hendak dicapai. oleh penulis daam
penelitian.ini yaitu :
1. Untuk
menganalisis

menggambarkan dan

bagaimana
pelaksanaan kegiatan fungs “badan
permusyawaratan®™ desa  dalam
pelaksanaan merumuskan peraturan
desa di Desa Aur, Sampuk,
K ecamatan Sengah Temila,
Kabupaten Landak.

2. Untuk mengetahui kinerja BPD di
Desa Aur Sampuk terutama dalam
menghasilkan produk kebijakan.

5. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Diharapkan dengan: adanya hasil
penelitian ini dapat memberikan
sdmbangan  ilmu  pengetahuan
khususnya dibidang Pemerintahan
Desa yang berkaitan dengan fungsi
Badan Permusyawaratan Desa itu
sendiri dalam membuat Peraturan
Desa.

b. Manfaat Praktis



Governance, Jurnal S-1 llmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2016

Pengembangan kualitas Aparatur
desa khususnya di Desa Aur
Sampuk dan Pemerintah Kabupaten
Landak.

» Bagi Badan Permusyawaratan
Desa, menyigpkan diri dalam
merumuskan peraturan desa agar
daam pelaksanaannya dapat
berjalan secara efektif dan
efisien.

» Bagi Penulis untuk memperoleh
pengalaman_penelitian sehingga
dapat _Menambah  wawasan
penulis dadam  ha ilmu

pengetahuan.

B. 'TEORI DAN METODOL OGlI

1.  Teori

Formulas kebijakan publik adalah
hal yang paing penting dari sebuah
perjalanan 'suatu pemerintahan. Maka dari
itu, pemahaman serta kemampuan yang
memadai dari pembuatan Kebijakan publik
terhadap  proseSe.perjalanan  suatu
pemerintahan ditandai dengan adanya
pembuatan kebijakan. Hal ini sangat
penting, karena berguna untuk
terwujudnya kebijakan publik yang tepat
dan terarah. Namun, semuanya harus di
imbanggi dengan pemahaman dari Si-
pembuat kebijakan publik  tersebut.
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Masalah ini memiliki makna yang red

sesuai dengan kenyataan yang ada.

Menurut pendapat Winarno
(2012:122-125) membagi proses
formulasi kebijakan ke
dadam tahap perumusan masaah

kebijakan, penyusunan agenda kebijakan,

pemilihan  dternatif  kebijakan, dan

pengesahan. kebijakan:

> Pertama
(defining problem)

Perumusan masalah

K egiatan.dni.smerupakan upaya untuk
menentukan Identitas  “umasalah
kebijakan dengan terlebih dahulu
mengerti dan memahami sifat dari
masalah tersebut sehingga akan
mempermudah  dalam .=menentukan
sifat proses perumusan kebijakan.
» Kedua Agenda kebijakan

Oleh karena masalah publik [yang
telah diidentifikas begitu banyak
jumlahnya, maka para pembuat
keputusan .akan  memilih  dan
menentukan . problem mana yang
seharusnya memperaleh  prioritas
utama untuk diperhatikan secara
serius_danaktif, sehingga biasanya
agenda kebijakan ini mempunyai sifat
yang khas, lebih kongkrit dan
terbatas jumlahnya.

» Ketiga Pemilihan Alternatif
kebijakan untuk Memecahkan
Masalah
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Tahap ini  merupakan kegiatan
menyusun dan  mengembangkan
serangkaian tindakan yang perlu
untuk memecahkan masalah yaitu
Identifikasi aternatif dilakukan untuk
kepentingan pemecahan masalah.
Terhadap problem yang hampir sama
atau mirip, dapat sga dipakai
aternatif kebijakan yang telah pernah
dipilih, akan tetapi-terhadap problem
yang sifatnya baru_. maka para
pembuat’ kebijakan™ dituntut untuk
secara  kreatif._ -menemukan " dan
mengidentifikas alternatif kebijakan
baru sehingga
aternatifjelas karakteristiknya, sebab
pemberian identifikasi yang benar dan
jelasspada setigp alternatif kebijakan

akan mempermudah proses

masing-masing

perumusan aternatif.

» Keempat: Penetapan kebijakan
Sebagai suatu  proses  kolektif,
pengesahan kebijakan merupakan
proses "penyesuaian--dan penerimaan
secara bersama terhadap prinsip-
prinsip yang diakui dan diterima
(comforming to recoegnized principles
or accepted standards). Landasan
utama untuk melakukan pengesahan
adalah variabel-variabel sosia seperti
sistem nila masyarakat, ideologi
negara, sistem politik dan sebagainya.

Seperti yang diungkapkan oleh

Gerston bahwa kebijakan publik dibuat

untuk dilaksanakan pada semua tingkatan
daam konsep pemerintahan, oleh sebab
itu tanggung jawab para pembuat
kebijakan akan berbeda pada setiap
tingkatan dan sesuai dengan tingkat
kewenangannya. Gerston juga
berpendapat bahwa, hal yang paling
penting adalah bagaimana seseorang dapat
memberikan,  pemahaman  mengenal
akuntabilitas  dari semua pembuat
kebijakan'y kepada ‘masyarakat yang
dilayaninya (Gerston, 2002:14).

Menurut Anderson (dalam Budi
Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan
arah tindakan yang mempunya maksud
yang ditetapkan oleh seorang aktor atau
sgjumlah aktor dalam mengatasi suetu
masalah atau suatu persoaan. Konsep
kebijakan ini dianggap tepat karena
memusatkan perhatian pada apa |yang
sebenarnya dilakukan dan bukan patla apa
yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain
itu, konsep ini. juga membedakan
kebijakan dari keputusan yang merupakan
piliban «diantara berbagai alternatif yang
ada.

Selanjutnya™menurut  Charles O.
Jones (dalam Budi Winarno, 2012:19),
istilah kebijakan (policy term) digunakan
dadam praktek sehari-hari  namun
digunakan untuk menggantikan kegiatan
atau keputusan yang sangat berbeda

Istilah ini sering dipertukarkan dengan
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tujuan, program, keputusan, standar,
proposal, dan grand desaign.

Kebijakan publik menurut Thomas
Dye (dalam Subarsono, 2005:2) adalah
apapun  pilihan  pemerintah  untuk
melakukan atau tidak melakukan. Konsep
tersebut sangat luas karena kebijakan
publik mencakup sesuatu yang tidak
dilakukan oleh pemerintah™ ketika
pemerintah menghadapi® suatu masalah
publik.

Sementara itu, Amir, Santoso (dalam
2012:22)  ‘dengan

mengkomparasikan berbagai definisi yang

Budi Winarno,

dikemukakan oleh para ahli yang menaruh

minat dalam- bidang kebijakan publik

menyimpltlkan bahwa pada dasarnya
pandangan.. mengenai  kebijakan publik
dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu;

a. pendapat ahli yang menyamakan
kebijakan publik dengan tindakan-
tindakan pemerintah. Para ahli_dalam
kelompok ini cenderung menganggap
bahwa'isemua tindakan _pemerintah
dapat disebut sebagai” «kebijakan
publik.

b. menurut Amir Santoso, berangkat
dari para ahli yang memberikan
perhatian khusus kepada pelaksanaan
kebijakan. Para ahli yang masuk
dalam kategori ini terbagi kedalam
dua kubu, yakni mereka yang
memandang kebijakan publik sebagai

keputusan-keputusan pemerintah
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yang mempunyai tujuan dan maksud-
maksud tertentu, dan mereka yang
menganggap kebijakan publik sebagai
akibat-akibat yang bisa diramalkan.
Para ahli yang masuk kedalam kubu
pertama melihat kebijakan publik
daam tiga lingkungan, yakni
perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, dan penila kebijakan.
Dengan kata:lain, menurut kubu ini
kebijakan publik seeara ringkas dapat
dipandang sebagal proses perumusan,
implementasi‘dan evaluasi kebijakan.

Proses perumusan kebijakan adalah
salah 'satu aat penting.«dalam tahapan
kebijakan yang berkaitan  dengan
pengelolaan kebijakan, baik! menurut
pemerintah  maupun  non-pemerintah.
Menurut William N Dunn (2003:22)
proses perumusan kebijakan adalah
serangkaian aktivitas intelektual | yang
dilakukan didalam proses kegiatan yang
pada dasarnya bersifat politis.j’Aktivitas
politis tersebut dijelaskan sebagal proses
pembuatan kebijakan dan divisualisasikan
Sebagal serangkaian tahap yang saling
bergantung_yang~diatur menurut urutan
waktu.

Menurut pendapat Dye dan Zeigler
(dalam Budi Winarno, 2012: 45) bahwa
kebijakan publik merupakan preferens
nilai-nilai dari para €lit yang berkuasa.
Seringkali dikatakan bahwa kebijakan
publik mereflekskan tuntutan-tuntutan
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dari “rakyat” namun yang dikatakan itu
adalah mitos, bukan merupakan redlitas
kehidupan masyarakat demokrasi.

Dengan  demikian, hasil-hasil
kebijakan lebih merujuk pada “mani
frestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan
publik, yaitu hal-hal yang sebenarnya
dilakukan menurut keputusan-keputusan
dan pernyataan-pernyataan . ~Kebijakan.
Dengan menggunakan kalimat yang lebih
sederhana, hasilshasil kebijakan —dapat
diungkapkan‘sebaga apa yang dilakukan
oleh suatu pemerintah dan keberadaannya
perlu'dibedakan dari apa yang dinyatakan
oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Pemahaman mengenai hasil-hasil
kebijakan" - mungkin akan menunjukan
bahwa kebijakan dalam kenyataannya
agak atau sangat berbeda dari apa yang
tersirat  dalam  pernyataan-pernyataan
kebijakan. Hasil-hasil kebijakan lebih
berpijak pada manifestasi nyata kebijakan
publik, " sedangkan .. dampak-dampak
kebijakan (policy outcomes)-lebih.merujuk
pada akibat-akibatnya bagi-"masyarakat,
baik yang diinginkan atau tidak
diinginkan yang berasal“dari-tindakan atau
tidak adanya tindakan pemerintah. (Budi
Winarno, 2012: 22).

Tentu sgja masih banyak kategori
dan definis yang dapat dikemukakan
menyangkut  kebijakan publik. Dan
masing-masing definisi  tersebut cukup

memuaskan untuk menjelaskan satu aspek

yang lain. Oleh karena itu, posis yang
menyatakan bahwa kebijakan publik
merupakan kebijakan yang dikembangkan
oleh lembaga-lembaga pemerintah dan
pejabat-pej abat
mendapat perhatian sebaik-baiknya agar
kita bisa membedakan kebijakan publik
dengan bentuk-bentuk kebijakan yang

pemerintah harus

lain.

Daam proses pembuatan peraturan
desa (perdes) tidak terlepas dari mereka
yang memiliki # wewenang., atas hal
tersebut. Untuk itu-aktor tersebut sangat
dibutuhkan agar pelaksanaan proses
perumusan perdes berjalan” dengan baik.
Menurut PP Nomor 43#Tahun 2014
dijelaskan pada bagian ketiga tentang
BPD pada pasal 35 dijelaskan bahwa,
BPD mempunyai wewenang membahas
rancangan peraturan desa bersama Kepala
Desa

Menurut konsep Anderson’ (dalam
Muhlis Madani,- 2011:37) menjelaskan
bahwa' aktor  kebijakan meliputi aktor
internal=birokrasi dan aktor eksternal yang
sdlau  mempunyai konsen terhadap
kebijakan, _Demngan demikian dapat
dismpulkan bahwa aktor-aktor yang
terlibat dalam proses perumusan perdes
dapat berpengaruh terhadap kebijakan
yang dibuat sesuai dengan fungs dan

perannya masing-masing.

2. Metode Pendlitian
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Penelitian ini mengangkat masalah
yang dirumusan permasadahan yaitu
bagaimana fungsi Badan
Permusyawaratan Desa dalam
merumuskan peraturan desa di Desa Aur
Sampuk Kecamatan Sengah Temila
Kabupaten Landak, sehingga membawa
penulis tertarik untuk meneliti masalah.ini
dengan metode kuditatif,="ha ini
dikarenakan masalah.~“tersebut masih
belum jelas dan” komplek ‘uUntuk™ itu
tentunya membutuhkan “penjelasan yang
mengarah pada, “fungs BPD " dalam
merumuskan _peraturan desa. Dalam
penelitian ini_penulis harus bisa melihat
dan memahami keadaan sosial masyarakat
setempat - secara  mendalam  dengan
menggunakan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian yang digunakan
oleh [penulis dalam penelitian ini yaitu
pendlitian deskriftif. Menurut Tohardi
(2008:34) bahwa *“Penelitian deskriptif
adalah ‘pendlitian yang bermaksud
memberikan gambaran suatu gejala sosia
tertentu, sebelumnya sudah ada informasi
mengenal gejaa. sosia tersebut, namun
masih belum memadai... Selanjutnya
menurut  Masyhuri  dan  Zainudin
(2008:34) bahwa “Penelitian deskriptif
adalah penditian yang bermaksud
membuat penyadaran secara Sistematis
faktual dan akurat mengenai fakta dan

sifat-sifat tertentu.”
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Menurut Sugiono (2014:308) teknik
pengumpulan data merupakan langkah
yang utama dalam sebuah penélitian,
karena tujuan yang paling utama dari
sebuah penelitian adalah mendapatkan
data. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
menurut “Miles dan Huberman ada tiga
macam kegiatan. daam anadisis data
kualitatif, yaitu: redukSiwdata, model data
dan penygian data. Kemudian dalam
penelitian ini  teknik keabsahan data
menggunakan Triangulasi sumber.

C. HASIL PENELITLAN DAN
PEMBAHASAN

1. Hasl Pendlitian
Dalam penelitian ini  penulis
bermaksud untuk memaparkan bagaimana
kinerja Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah
Temilary Kabupaten Landak dalam
menjalankan fungsinya.' sebagal dewan
aspirasi _masyarakat, khususnya dalam
menghasilkan produk kebijakan. BPD
juga harus bisa mengayomi masyarakat
Desa agar apa yang masyarakat harapkan
dapat terlaksana dengan bak sesuai
dengan harapan bersama.
Selanjutnya dalam penelitian ini
peneliti mencari data dari berbagai
9
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informan yang dianggap dapat
memberikan informas antara lain, Kepala
desa aur sampuk, ketua BPD, anggota
BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat
setempat. Setelah mendapatkan informan
kemudian peneliti melakukan wawancara
guna mendapatkan informasi  untuk
diandlisis. Lokasi pengambilan data atau
infformasi  dilakukan diberbagai” tempat
tidak hanya dikantor Desa sgja, namun

jugadilakukan dirgmah masyarakat.

2. Pembahasan
a. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasl wawancara
maka  pendliti berhasi menarik
kesimpulan bahwa fungss BPD dalam
merumuskan peraturan desa sudah baik
dalam pelaksanaannya, BPD juga sudah
memberikan kesempatan yang seluas
luasnya kepada masyarakat  untuk
berpartisipasi dalam kegiatan ini. Setiap
masyarakat dari berbagai kalangan di
Desa Aur’, Sampuk sendiri sudah iKut
berpartisipasi, dalam kegiatan proses
perumusan  perdes  seperti " Tokoh
masyarakat Desa AurSampuk. Kemudian
perangkat Desa lainnya juga dilibatkan
dalam kegiatan rapat perumusan perdes di
Desa Aur Sampuk. Artinya kegiatan ini
dilaksanakan secara demokratis dan
terbuka, tidak dilaksanakan secara
tertutup, tapi sesua dengan Undang-
Undang yang berlaku di Indonesia.

Selain  mengikutsertakan seluruh
lapisan masyarakat waktu dan tempat
untuk kegiatan ini juga sudah ditentukan
atau disediakan oleh BPD bersama dengan
Kepala Desa. Kegiatan perumusan perdes
ini  tentunya dilaksanakan melalui
sosidisas  terlebih  dahulu, hal ini
dilakukan agar kegiatan perumusan perdes
dapat berjalan dengan baik, serta tidak
merugikan pihak..pemerintah dan pihak
masyarakat.

Daam: menjalankan., fungsinya
sebenarnya kinerja BPD di Desa Aur
Sampuk sudah baik, namun ada beberapa
kendadla yang menghambat proses
perumusan perdes di Desa"Aur Sampuk
yaitu masalah anggaran. Di='Desa Aur
Sampuk sendiri untuk saat ini, yang
peneliti dapat dari hasil  wawancara
dengan berbagai pihak, memang | dana
yang dipaka untuk kegiatan perumusan
perdes masih kurang anggarannya. Hal ini
tentunya sangat- berpengaruh;’ terhadap
kelancaran pelaksanaan kegiatan
perumusan ‘perdes di Desa’Aur Sampuk.
Kepala Desa bersama dengan BPD juga
sangat mengharapkan perhatian dari
pemerintah daerah menyangkut masalah
dana. Karena masadah ini sangat
berdampak bagi BPD terutama dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai
dewan aspiras masyarakat Desa Aur
Sampuk.

b. AgendaKebijakan
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Bebarapa hasil dari wawancara
menunjukan  bahwa, dalam  proses
penyusunan agenda kebijakan BPD selaku
masyarakat  telah

menjalankan fungsinya dengan baik. Ha

dewan aspiras

ini dapat dilihat dari beberapa informasi
yang diperoleh peneliti dari beberapa
informan.

Daam pemilihan masalah-masalah
kebijakan BPD dan kepala Desa juga
selektif, artinya tidak sembarangan untuk
memasukan, setiap masalah yang digjukan
oleh masyarakat’ ke dalam ‘agenda
kebijekan. BPD bersama kepala Desa
lebih mementingkan kepentingan bersama
dari pada memilih masalah-masalah yang
mengacu“pada kepentingan sendiri atau
individu:

Pemilihan masalah tersebut juga
harus sesuai dengan peraturan yang telah
ada dil. Desa Aur Sanpuk yaitu, melaui
musyawarah dan mufakat serta melalui
kesepakatan bersama. Walaupun dalam
kegiatan ini. ada masalah-yang timbul
seperti protesidari masyarakat;-tapi- BPD
dapat mengatasinya sehingga tidak pernah
terjadi bentrok antara perumus_kebijakan
dan masyarakat.

c. Pemilihan Alternatif Kebujakan

Berdasarkan hasil wawancara |,
maka  penditi berhasil menarik
kesmpulan bahwa, daam memilih
aternatif kebijakan untuk memecahkan
masalah BPD dinilai telah menjalankan
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fungsinya dengan baik. Pemilihan
aternatif kebijakan juga ditentukan tidak
sembarangan dan harus dipilih secara
selektif serta harus melalui  keputusan
bersama dalam menentukannya karena hal
ini menyangkut kepentingan umum.
Kemudian dalam memilih
alternatif kebijakan BPD juga harus bisa
memberikan pemahaman tentang fungs
dari pemilihan alternatif tersebut serta apa
tujuan, dari . pemilihan "alternatif tersebut,
apakah berdampak baik bagi. masyarakat
ataursebaliknya. ‘Hal'ini sangat®penting
dilakukan oleh BPD, agar masyarakat di
Desa Aur Sampuk bisa memiahami tentang
maksud  dari
kebijakan.
d. Penetapan Kebijakan

pemilihan™  aternatif

Dari beberapa hasil wawancara di
atas menunjukan bahwa, selama ini sudah
ada perdes yang ditetapkan di Desa Aur
Sampuk. Hal tersebut dapat dilihat dari
hasil wawancara yang dilakukan oleh
peneliti  kepada . beberapa,” informan,
menunjukan pelaksanaan fungsi BPD di
Desa Aur Sampuk dinilai‘belum maksimal
terutama__dalam~"menghasilkan produk
kebijakan. Hasil tersebut dapat dilihat dari
jumlah perdes yang sudah ditetapkan,
sampa saat ini hanya satu perdes sga
yang sudah dibuat yaitu, perdes tentang
APBDes.

Menurut penjelasan dari Ketua
BPD Desa Aur Sampuk bahwa, memang
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dalam proses pembuatan peraturan Desa
di Desa Aur Sampuk masih ada kendala
yang mereka alami  yakni, masalah
anggaran atau dana. Karena, menurut
Ketua BPD Aur Sampuk beliau
mengatakan, memang didalam
pelaksanaan kegiatan perumusan perdes
sangat membutuhkan anggaran, agar
kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan
baik dan lancar. Hal ini;jugatidak terlepas
dari  perhatiang=" pemerintah”. daerah
khususnya Pemerintah Kabupaten Landak,
untuk itd Ketua BPD dan Kepaa Desa
sangat mengharapkan adanya bantuan dari
pihak Pemerintah Kabupaten Landak.

D. KESEIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian
pembahasan, berkaitan dengan fungs
BPD dalam merumuskan peraturan desa
di desa aur sampuk kecamatan sengah
temila kabupaten landak;—maka. penulis
menarik kesimpulan sebagal berikut:

1. Ddam menjalankan  fungsinya
sebagal dewan aspirasi._masyarakat
BPD dinila sudah baik. Dimana
dalam kegiatan proses perumusan
peraturan desa, BPD dan Kepala Desa
mengundang seluruh lapisan
masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam rapat tersebut. BPD dan Kepala
Desa juga memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk
menyampaikan pendapat mengenai
keluhan atau masalah yang ada di
Desa Aur Sampuk. Untuk tempat
pelaksanaan rapat perumusan perdes
juga sudah ada disediakan oleh BPD
dan Kepala Desa. Namun, masih ada
kendala dalam pel aksanaan
perumusan perdes yaitu, menyangkut
masalah anggaran atau dana. Hal ini
yang menjadi penghambat kelancaran
proses perumusan perdes.di Desa Aur
Sampuk.

Dalam Penyusunan agenda kebijakan
juga BPD dinilai sudah menjalankan
fungsinya dengan baik. Dimana
daam memilih masaah'yang ada
BPD sdaku dewan  aspifas
masyarakat telah menjalankan
tugasnya dengan baik, terutama
dalam menentukan masalah “untuk
bisa. dimasukan dalam | agenda
kebijakan. Karena, tidak semua
masalah._tersebut dapat;’ masuk ke
dalam agenda kebijakan serta harus
dipilih sesuai dengan kebutuhan
masyarakat=Desa Aur Sampuk dan
ditentukan berdasarkan kesepakatan
bersama. Namun, masih ada kendala
yang peneliti temukan yaitu, arsip
agenda perdes mash dismpan
sembarangan bukan pada tempatnya.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh
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bagi kinerja BPD terutama dalam
menjalankan tugasnya.

Daam memilih alternatif kebijakan
untuk memecahkan masalah BPD
dinila telah menjalankan fungsinya
dengan bak. Pemilihan alternatif
kebijakan juga ditentukan tidak
sembarangan dan harus dipilih secara
selektif serta harus melal uirkeputusan
bersasma  dalam.+ menentukannya
karena  hal ini menyangkut
kepentingan umum. Kemudian dalam
memilih aterpatif kebijakan “BPD
juga harus bisa  memberikan
pemahaman tentang fungsi dari
pemilihan: alternatif tersebut serta apa
tujuan- _dari pemilihan alternatif
tersebut, apakah berdampak baik bagi
masyarakat atau sebaliknya. Hal ini
sangat penting dilakukan oleh BPD,
agar masyarakat di Desa Aur Sampuk
bisa memahami tentang maksud dari
pemilihan alternatif.kebijakan.

Daam® melaksanakan- tugas dan
fungsinya BPD di Desa Aur-Sampuk
terutama dalam menghasilkan produk
kebijakan dinila sudah. cukup baik
walaupun, sebenarnya BPD masih
belum maksma dalam membuat
produk kebijakan. Hasil tersebut
dapat dilihat dari jumlah perdes yang
sudah ditetapkan, sampai saat ini
hanya satu perdes sga yang sudah
dibuat yaitu, perdes tentang APBDes.
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Menurut penjelasan dari Ketua BPD
Desa Aur Sampuk bahwa, memang
dalam proses pembuatan peraturan
Desa di Desa Aur Sampuk masih ada
kendala yang mereka dialami yakni,

masalah anggaran atau dana.

E.. SARAN

Berdasarkan hasil dari simpulan
penelitian, maka penulis akan
memberikan saran-saran. Adapun saran-
saran tersebut:antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat dilakukan pelaksanaan
perumusan peraturan desa BPD
selaku dewan aspiraS masyarakat
desa, diharapkan dapat™menjalankan
fungsinya dengan baik.harus sesuai
dengan prosedur yang ada dan sesuai
dengan Undang-Undang yang
berlaku. Kemudian dalam
menentukan masalah publik yang ada
BPD. juga harus memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk
dapat . menyampaikan  pendapat
mengenai: masal ah-masalah yang ada,
hal ini lakukan bertujuan agar ada
saling_keterbukaan antara BPD dan
masyarakat.

2. Daam menentukan masalah-masalah
publik BPD juga harus selektif dalam
memilihnya, karena tidak semua
masalah-masalah  tersebut  dapat
dimasukan dalam agenda kebijakan
dan harus ditentukan berdasarkan
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kebutuhan masyarakat. Ha ini
bertujuan agar pada saat rapat
pembahasan perdes kebijakan
tersebut  tidak  dipermasalahkan
kembali oleh masyarakat.

3. Kemudian dadam memilih aternatif
kebijakan, BPD juga harus bisa
memberikan  pilihan-pilihan  yang
memang masuk akal untuk-dijadikan
sebuah  alternatif.- " Karena selaku
dewan aspirasi masyarakat desa BPD
harus _memperhatikan " kepentingan
bersama daril._pada kepentingan
individu.

4} Daam pelaksanaan proses perumusan
perdes BPD juga harus bekerja keras,
dan harus ada inisiatif dari BPD' itu
sendiri.untuk melaksanakannya serta
jangan terlalu berharap dengan
bantuan yang diberikan oleh
pemerintah. Jika BPD terus seperti itu
maka pelaksanaan fungsi BPD._dalam
membuat perdes tidak akan berjalan
dengan'baik.
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